
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 

 

i

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


2 2 

 
 
 

 

 
 

 
© 2021 

 
 

 
Penulis 

Dr. Aries Harianto, S.H.,M.H 
 
 

Desain Cover dan Penata Isi 

Tim MNC Publishing 
 
 

Cetakan Pertama, April 2020 

Cetakan Kedua, Juli 2021 
 

 

Diterbitkan oleh : 

Media Nusa Creative 

Anggota IKAPI (162/JTI/2015) 

Bukit Cemara Tidar H5 No. 34, Malang 
Telp. : 0812 3334 0088 
E-mail : mncpublishing.layout@gmail.com 
Website : www.mncpublishing.com 

 
 

 
ISBN 978-602-462-660-0 

 

Hak Cipta dilindungi undang-undang. Dilarang memperbanyak atau 
memindahkan sebagian atau seluruh isi buku ke dalam bentuk apapun, secara 
elektronis maupun mekanis, termasuk fotokopi, merekam, atau dengan teknik 
perekaman lainnya, tanpa izin tertulis dari Penerbit. Undang-Undang Nomor 

Digital Repository Universitas Jember

mailto:layout@gmail.com
http://www.mncpublishing.com/
http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


3 3 

 
 
 

19 Tahun 2000 tentang Hak Cipta, Bab XII Ketentuan Pidana, Pasal 72, Ayat (1), 
(2), dan (6)

Digital Repository Universitas Jember

http://repository.unej.ac.id/
http://repository.unej.ac.id/


4 4 

 
 
 

 
 

 
Problema Hukum Ketenagakerjaan adalah refleksi 

persoalan hubungan kerja yang hingga kini belum tuntas 

pengaturannya dalam Undang-Undang No.13 Tahun 2003 tentang 

Ketenagakerjaan (UUK). Problema dimaksud muncul karena 

fenomena hubungan kerja yang terus tumbuh dan berkembang 

dengan ragam varian, sehingga teks pengaturan dalam UUK atau 

regulasinya menjadi tertinggal. Pointers persoalan demikian 

menjadi tematis kajian dalam buku ini. Otensisitas  pemikiran 

dalam buku  ini pada  awalnya  tertuang pada masing-masing 

makalah yang telah dipresentasikan dalam berbagai seminar, baik 

nasional maupun internasional. Atas pertimbangan  memperluas  

jangkauan  mengkomunikasikan maka melalui buku ini ragam 

tematis makalah yang ada diakumulasi untuk diterbitkan guna 

membangun nilai tambah kognitif maupun praktis para pihak. 

Bisa mahasiswa, akademisi, praktisi, birokrasi, profesional. 

Terdapat tujuh makalah bertemakan hukum 

ketenagakerjaan dalam buku ini. Pertama, membahas soal 

perlindungan hukum bagi Pekerja Rumah Tangga (PRT). Ulasan 

yang ada berkisar miskinnya perlindungan hukum bagi PRT 

karena UUK tidak dibuat khusus untuk memberikan 

perlindungan  bagi  PRT.  Kedua,  fokus  pada  persoalan  Tenaga 

Kerja Asing (TKA), di mana pemerintah selalu dalam kondisi 

dilematis antara kedaulatan internal dengan konsistensi komitmen 

Internasional dalam upaya membuka ruang bagi TKA. Ketiga, 

mengulas aspek perlindungan hukum bagi pengusaha. Sepintas 

gagasan ini seolah tidak lazim dan kontroversi karena secara 

moral dan hukum, justru pekerja yang seharusnya menjadi
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fokus perlindungan. UUK ternyata tidak memberikan 

keseimbangan perlindungan bagi pelaku hubungan kerja. Tidak 

ada satupun klausul pada UUK yang berisikan komitmen 

perlindungan   pada   pengusaha.   Sementara   keberadaan   dua 

pelaku hubungan kerja itu : pekerja dan pengusaha saling 

melengkapi eksistensinya. Keempat, menyangkut legal problem 

berupa konflik norma antara BW dengan UUK dalam konteks hak 

mendahulu bagi pekerja manakala perusahaan dinyatakan pailit. 

Kelima, membahas soal Mediasi Hubungan Industrial yang telah 

diatur dalam Undang-Undang No.2 Tahun 2004 tentang 

Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial (UU-PPHI). 

Dalam  pengaturannya  ditemukan  berbagai  inkonsistensi 

terhadap asas-asas mediasi. Keenam, soal ketidakjelasan rumusan 

‘kesusilaan’ pada  UUK sehingga  menimbulkan  ketidakpastian 

pengaturan dan merugikan pekerja karena ketidakpastian hukum 

pada dasarnya melahirkan ketidakadilan. Ketujuh, soal akibat 

hukum jika perjanjian bertentangan dengan kesusilaan. 

Pada  penelitian  ini  ditemukan  bahwa  perjanjian  kerja 

pada dasarnya bersifat ‘contractus sui generis’. Artinya jika salah 

satu klausul baik berupa pasal atau ayat pada perjanjian kerja itu 

bertentangan dengan kesusilaan, maka tidak serta merta bahwa 

perjanjian kerja tersebut batal demi hukum, namun yang batal 

hanya klausul yang bersangkutan. Temuan ini memiliki relevansi 

konkrit dengan asas perlindungan pekerja. 

Ucapan  terimakasih  yang  tak  terhingga  penulis 

sampaikan kepada sejawat dan guru di manapun berada, terutama 

Prof. Doktor Herowati Poesoko, S.H.,M.H, Prof. Dr. H. M. 

Khoidin, S.H, M.Hum., C.N, Dr. Abdul Rachmad Budiono, 

S.H.,M.H, Prof. Dr. Suhariningsih, S.H.,S.U, Prof. Dr. Cuk 

Wirawan, S.H, Kopong Paron Pius, S.H.,S.U serta Komunitas 
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Ada tiga undang-undang yang mengatur hubungan kerja 

sebagai wujud reformasi bidang hukum. Ketiganya adalah : 

Undang-Undang No.21  Tahun  2000  tentang Serikat Pekerja  / 

Serikat Buruh (UUSB), Undang-Undang No.13 Tahun 2003 

tentang  Ketenagakerjaan  (UUK)  dan  Undang-Undang  No.  2 

Tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial (UUPPHI). Produk politik dalam bentuk peraturan 

perundang-undangan selalu tertinggal dengan dinamika sosial 

sehingga terjadi distorsi kepastian, reduksi keadilan hingga nir- 

manfaat. 

Begitu    juga    dengan    ketiga    undang-undang    yang 

mengatur hubungan kerja di atas. Dalam perspektif bahwa hukum 

(peraturan) itu terikat dengan dinamika sosial maka undang-

undang dimaksud semakin nyata menunjukkan keterbatasannya. 

Cukup banyak fenomena baru dalam hubungan kerja yang belum 

diatur dalam UUK atau pembentuk peraturan perundang-

undangan memang belum mengatur. Dengan demikian muncul 

beragam legal problem seperti : ketidakpastian hukum, konflik 

pengaturan, kekosongan aturan, ketidakjelasan rumusan / norma 

kabur, ketidakadilan, self contradictory dan sebagainya. 

Berdasarkan ragam legal problem itu pada gilirannya 

melahirkan berbagai isu hukum seperti miskinnya perlindungan 

hukum bagi pekerja rumah tangga (PRT). UUK tidak dibuat untuk 

melindungi PRT. Sementara ILO telah menerbitkan Konvensinya 

untuk memberikan perlindungan hukum bagi PRT yakni 

Konvensi ILO No.189 sebagai konvensi tahunan ke 100. Dengan   

demikian   telah   terjadi   kekosongan   aturan   untuk
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memberikan  perlindungan  hukum  bagi  PRT.  Lebih  dari  itu, 

masih dalam konteks putusan MK, dengan nomor dan persoalan 

lain melalui Putusan MK No. 19/PUU-IX/2011 dilahirkan tafsir 

baru tentang musabab PHK dalam bentuk larangan melakukan 

PHK jika perusahaan masih tetap beroperasi. Artinya ‘halal’ 

melakukan PHK jika PHK itu dilakukan bareng dengan 

penutupan usahanya. Sisi lain isu hukum dalam UUK adalah soal 

Tenaga Kerja Asing (TKA). Gagasan untuk membuka ruang bagi 

masuknya TKA sungguh merupakan ide yang cerdas. Dengan 

kata lain filterisasi menjadi komponen yang harus diperhatikan. 

Tidak semua TKA bisa masuk ke Indonesia sebagai Tenaga Kerja. 

Semua harus memenuhi persyaratan. Satu diantaranya, adalah 

kwalifikasi skill dengan harapan bisa dilakukan transfer 

kemampuan pada tenaga kerja domestik. Namun dalam tataran 

regulasi tehniknya (terlepas regulasi itu sudah dicabut atau 

belum), pemandu lagu justru diberikan peluang untuk masuk 

Indonesia.   Self   Contradictory.   Bahkan   pemeritah   Indonesia 

acapkali  dalam  kondisi  dilematis  untuk mengambil  kebijakan 

karena harus mengakomodasikan beragam komitmen 

Internasional yang sangat berkaitan dengn otoritas kedaulatan. 

Sebagaimana diketahui bahwa hubungan kerja di era 

kekinian, merambah dalam dunia hiburan. Puncak realitas 

semacam ini dikenal dengan istilah ‘libidonomic’. Dunia malam 

semacam karaoke, panti pijat telah menerapkan hubungan kerja 

secara kontraktual antara pekerja dengan pengusahanya. Masuk 

ranah kesusilaan. Padahal rumusan tentang ‘kesusilaan’ hingga 

kini tidak jelas batasan dan parameternya. Terjadi ketidakpastian. 

Pekerja dirugikan karena multitafsir melahirkan otoritas tunggal 

dan subjektif untuk menafsirkan soal kesusilaan. Dengan 

demikian otoritas tidak bisa menentukan kapan suatu perjanjian 

kerja bertentangan dengan kesusilaan. Sementara pada asasnya 

jika perjanjian (termasuk perjanjian kerja) bertentangan dengan 
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kesusilaan menjadi batal demi hukum. Artinya sama halnya tidak 

pernah terjadi kontraktual sebagai landasan hubungan kerja. 

Lantas di mana hak kewajiban para pihak pelaku hubungan kerja 

diberikan kepastian ? 

Tidak hanya dalam UUK. Rangkaian legal problem juga 

ditemukan pada UUPPHI menyangkut Mediasi Hubungan 

Industrial.  Dengan  ditetapkannya  Pejabat  yang 

bertanggungjawab di  bidang ketenagakerjaan,  yakni  Aparatur 

Sipil Negara dari Disnaker sesungguhnya hal ini bertentangan 

dengan asas netralitas yang harus dimiliki oleh Mediator. 

Terutama jika perselisihan hubungan industrial itu terjadi di 

lingkungan Badan Usaha Milik Negara. Pengusahanya 

representasi negara, sedangkan mediatornya aparatur sipil negara. 

Komitmen netralitas mediatornya dipertanyakan. 

Pemaparan ragam isu hukum di atas dituangkan secara 

tematis dalam tiap makalah yang diakumulasi dalam buku ini. 

Melalui ragam tema itulah dapat dipahami urgensi buku ini ditulis 

sebagai wahana mengkomunikasikan gagasan guna membangun 

nilai tambah keilmuan bagi siapapun yang membutuhkan 

terutama : para pelaku hubungan kerja (pekerja/buruh dan 

pengusaha), mahasiswa, akademisi, praktisi, profesional hingga 

aparatur sipil negara. 

Semua karya akademik dalam bentuk makalah yang 

diakumulasi dalam buku ini merupakan hasil penelitian hukum. 

Penelitian hukum dalam hal ini adalah penelitian dengan 

menempatkan peraturan perundang-undangan sebagai objek 

penelitian. Ditopang dengan ragam pendekatan konsep, kasus, 

perbandingan hingga sejarah peraturan perundang-undangan 

dibentuk.  Dilakukan  untuk menjawab ragam  isu  hukum  dari 

berbagai   legal   problem   yang   ditemukan,   sehingga   lahir 

preskripsi.
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Abstrak 
 
 

Perlindungan  hukum bagi  pekerja rumah  tangga merupakan  isu 

strategis sebagai problem kepastian dan keadilan. Hingga kini belum 

ada peraturan perundang-undangan yang khusus mengatur 

perlindungan hukum bagi pekerja rumah tangga. Terjadi kekosongan 

aturan hukum. Kenyataan demikian tentu saja tidak mencerminkan 

amanat konstitusi Undang-Undang Dasar Negara RI Tahun 1945 

terutama Pasal 27 (2) dan Pasal 28 D (2). Undang-undang No.13 

Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, tidak mengatur perlindungan 

hukum bagi pekerja rumah tangga. Sementara terdapat Konvensi 

ILO No.189 yang memberikan prinsip-prinsip perlindungan 

dimaksud. Dengan demikian merupakan kebutuhan penting dan 

mendasar jika pemerintah Indonesia segera mengakomodasikan 

prinsip-prinsip  perlindungan ILO tersebut yang pada gilirannya 

ditindaklanjuti dengan pembentukan hukum nasional guna 

memberikan perlindungan bagi pekerja rumah tangga sebagai wujud 

komitmen dan konsistensi terhadap Hak Asasi Manusia. 

 
Key word : House of Servant, vacum of law, constitution, human 

rights
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Abstrak 
 
 

Pemerintah Indonesia kini tengah mengalami dilema menyangkut 

pengaturan masuknya Tenaga Kerja Asing (TKA).   Disamping 

adanya    problema hukum yang ditemukan dalam substansi 

peraturannya, lebih dari itu pengaturan TKA dimaksud  potensial 

berseberangan dengan komitmen Internasional. Hingga kini, 

pemerintah Indonesia belum memiliki regulasi yang mengatur 

hubungan kerja antara pengusaha dengan pekerja asing. Kekaburan 

makna konsep jabatan dan keahlian yang secara hukum bisa diisi 

TKA-pun dirasa masih kabur, sehingga limit untuk mengisi jabatan 

tertentu oleh TKA menjadi tidak berkepastian. Tidak heran jika 

ditemukan profesi pemandu lagu / karaoke dalam regulasi yang 

sebenarnya merupakan self contradictory terhadap UU 

Ketenagakerjaan. Bahkan substansi hukum pembatasan terhadap TKA 

potensial mengundang pengucilan bagai pemerintah Indonesia. 

Kenyataan demikian membuka ruang bagi pemerintah Indonesia 

untuk melakukan kompromi internasional yang pada gilirannya dapat 

tercipta keseimbangan antara kebijaksanaan konstitusional 

perlindungan tenaga kerja dalam negeri di hadapan TKA yang tidak 

mudah dibendung karena tuntutan globalisasi. Karena itu melalui 
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Abstrak 
 
 

Era digitalisasi industri dalam revolusi industri 4.0   merupakan 

disrupsi yang merubah paradigma hubungan kerja. Perubahan 

paradigma demikian menuntut untuk diakomodasikan dalam 

peraturan perundang-undangan di bidang ketenagakerjaan. Di 

sinilah pentingnya untuk melakukan aksi konkrit, baik legal repairing 

maupun legal making terhadap Undang-Undang No.13 tahun 2003 

tentang Ketenagakerjaan (UUK). Keterbatasan UUK untuk 

menjawab persoalan hubungan kerja telah dijawab dengan ragam 

keputusan Mahkamah Konstitusi RI. Namun sebagian besar putusan 

MK dimaksud tidak menunjukkan perlindungan hukum terhadap 

kepentingan pengusaha, yang pada gilirannya menjauh dengan era 

digitalisasi industri. Putusan MK Nomor 19/PUU-IX/2011 yang 

memberikan alasan pembenar bagi PHK karena efisiensi dengan 

menutup perusahaan secara permanen tentu saja tidak tepat jika 

dikatakan efisiensi. Secara logika, bila perusahaan tutup, tentu tidak 

lagi diperlukan alasan  efisiensi. Bukan musabab efisiensi, kemudian 

perusahaan tutup, namun karena tutup itulah kemudian terjadi PHK. 
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pengusaha. Konsep demikian merupakan kebutuhan yang 

harus  tercermin  baik  secara  eksplisit  maupun  implisit 

dalam aturan hukum yang menjunjung kepastian, keadilan 

dan manfaat. 
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Abstrak 
 
 

Preferensi hak pekerja/buruh secara normatif bersanding dengan hak 

mendahulu negara. Negara dengan otoritasnya memiliki hak mendulu 

dari kreditur lainnya pasca putusan pailit terhadap perusahaan. 

Kenyataan demikian dalam perspektif keadilan bagi pekerja tidak 

mencerminkan komitmen sebagai negara kesejahteraan yang secara 

fungsional berkewajiban menciptakan kesejahteraan pekerja dan 

keluarganya sebagai amanat konstitusi Undang-Undang Dasar 

Negara Republik Indonesia tahun 1945. Berbagai kebijakan hukum 

dalam bentuk peraturan perundang-undangan menyangkut hak 

pekerja/buruh sarat dengan legal problem yang berujung 

ketidakadilan. Kepastian adalah awal lahirnya ketidakadilan. Karena 

itu perlu dilakukan ‘legal reform’   dengan harapan pengaturan 

tentang hak pekerja/buruh pasca putusan pailit memiliki orientasi 

yang jelas dan  berkepastian, bukan preferensi semu. 

 
Kata kunci : preferensi, pailit, semu, legal reform 

 
 

 
1.    Pendahuluan 

 

Hukum dalam tataran sebagai norma, tidak lepas dari 

kajian  tentang   makna.  Jika  bicara  tentang  makna  maka
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Dr. Aries Harianto, S.H., M.H 
 
 

 

Abstract 
 
 

Undang-Undang No. 2 tahun 2004 tentang Penyelesaian 

Perselisihan Hubungan Industrial dibentuk sebagai sarana hukum 

untuk   menyelesaikan   perselisihan   hubungan   industrial   yang 

semakin meningkat dan komplek. Diharapkan dengan diterbitkannya 

undang-undang tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan 

Industrial ini dapat diwujudkan institusi dan mekanisme 

penyelesaian perselisihan hubungan industrial yang cepat, tepat adil 

dan murah. Namun demikian atas pertimbangan dan tujuan 

melindungi hak-hak buruh, telah dilakukan penelitian terhadap 

undang undang tersebut melalui multi pendekatan yakni pendekatan 

perundang-undangan, pendekatan konsep dan pendekatan kasus. 

Hasil penelitian menunjukan bahwa di dalam Undang-Undang No. 

2 tahun 2004 tentang Penyelesaian Perselisihan Hubungan Industrial 

ditemukan inkonsistensi hukum menyangkut mediasi hubungan 

industrial, dalam hal antara lain kerancuan pengertian antara mediasi 

dan konsiliasi, otoritas tunggal mediator yang dilakukan oleh pegawai 

Dinas Tenaga Kerja Pemeritah sebagai representasi pemerintah, 
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Abstrak 

 
 

Hukum perburuhan di Indonesia memiliki keterbatasan karena di 

dalamnya mengandung ketidakpastian perihal perjanjian kerja. 

Perjanjian kerja yang dibuat oleh buruh dan pengusaha tidak boleh 

bertentangan dengan kesusilaan. Pelanggaran terhadap ketentuan 

demikian menjadikan perjanjian kerja tersebut batal demi hukum. 

Ironinya, hakikat makna tentang kesusilaan sampai saat ini belum 

ditemukan,  sehingga hukum perburuhan  yang  kini berlaku  tidak 

mampu menampung sekaligus mengatur fenomena hubungan kerja 

yang cenderung bertentangan dengan kesusilaan. Tidak terdapat 

ukuran, kapan suatu perjanjian kerja dikatakan bertentangan dengan 

kesusilaan. Akibat ketidakpastian hukum dalam perjanjian kerja pada 

gilirannya menciptakan ketidakadilan bagi buruh karena aspek 

perlindungan yang diharapkan tidak bisa diwujudkan. Karena 

keterbatasan yang melingkupinya, buruh menjadi objek dalam 

hubungan kerja, karena dipaksa menjalankan pekerjaan yang secara 

kenyataan bertentangan dengan kesusilaan. Buruh kehilangan harkat 

dan martabatnya dan tentu saja kenyataan demikian bertentangan 

dengan nilai-nilai Hubungan Industrial Pancasila yang 

menempatkan   buruh   sebagai   manusia,   bukan   alat   produksi.
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Abstrak 
 
 

Dalam  hukum  perburuhan  di  Indonesia (Undang-undang  No.13 

tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan – pasal 52 ayat 3) disebutkan 

bahwa jika perjanjian kerja yang dibuat oleh buruh dan pengusaha 

bertentangan dengan kesusilaan maka perjanjian kerja tersebut 

menjadi batal demi hukum. Ketentuan demikian tidak 

mengindikasikan aspek perlindungan hukum bagi buruh karena 

hingga kini tidak ditemukan rumusan yang pasti tentang   hakikat 

makna kesusilaan dalam hubungan kerja sehingga tidak terdapat 

parameter  yang konkrit untuk mengukur terjadinya pelanggaran 

terhadap nilai-nilai kesusilaan. Disamping itu tafsir kebatalan 

perjanjian kerja menurut hukum perburuhan yang sedang berlaku 

dimaksudkan  sebagai batalnya semua butir kesepakatan yang telah 

dibuat. Kebatalan perjanjian secara hukum berarti sama halnya tidak 

pernah terjadi hubungan hukum antara para pihak yang telah 

membuat kesepakatan. Ini berarti tidak adanya pengakuan terhadap 

hak-hak buruh yang seharusnya mereka peroleh atas dasar perjanjian 

kerja itu. Sementara keberadaan buruh selalu dalam posisi sub- 

ordinat terhadap pengusaha. Tidak memiliki daya tawar yang 

seimbang di hadapan pengusaha sehingga pada gilirannya buruh tidak 
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mendapatkan perlindungan hukum dalam hubungan kerja. Karena   

itu   kebatalan   perjanjian   kerja   sebagai   akibat   hukum
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